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MOTTO: 

 

 “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 

maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 

 (Q.S. Al Baqarah : 186) 
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ABSTRAK 

PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA                

PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN 

KONTRAKTOR CV. KEMILAU 

LOFIRA MARYAM SALSABILAH 

Penerapan asas kebebasan berkontrak dari Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata 

semua dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud 

bukan semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak 

bernama. Soal kata semua dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata itu 

dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji 

yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang 

membuatnya seperti undang-undang. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perjanjian renovasi Masjid Al- 

Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah perjanjian 

kerja renovasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas 

kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

serta bagaimana penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan 

rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak 

melakukan wanprestasi.  

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian kepustakaan, yaitu: penelitian dari buku-buku, sumber pustaka, 

dan jurnal. Satu lagi penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan 

mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah 

kepada data penelitian yang diinginkan.  

Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui 

permasalahan tentang bagaimana Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak 

Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian 

Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas Pekerjaan 

Umum dengan Kontraktor Pelaksana Pembangunan. 

 

Kata Kunci : Perjanjian, Renovasi, Masjid Al- Arafah. 
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KATA PENGANTAR 

حِيم  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang 

maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. 

Tak lupa juga shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita, 

Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi 

merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin 

menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: 

“PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR 

ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN 

KONTRAKTOR CV. KEMILAU”. 

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar 

kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih 

judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa perjanjian renovasi 

masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara dinas pekerjaan umum dengan 

kontraktor CV. Kemilau diharapkan dapat mengkaji dan menjadi solusi 

yang baik untuk renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar Alam. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan 

membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan 

skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta 

dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

https://qazwa.id/blog/bismillah/
https://qazwa.id/blog/bismillah/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Buku III KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, di 

mana tercakup pula istilah overeenkomst. Dikenal 3 (tiga) terjemahan 

dari Verbintenis, yaitu: Perikatan, Perutangan dan Perjanjian. 

Sedangkan untuk Overeenkomst ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: 

Perjanjian dan Persetujuan. “Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan 

dipakai sebagai terjemahan verbintenis dan perjanjian sebagai 

terjemahan overeenkomst”.1 

Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di 

dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) 

berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban 

memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat 

hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. 

“Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang 

atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan 

kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban 

memenuhi tuntutan dinamakan kreditur atau si berutang, sedangkan 

pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si 

berutang”.2

 
1 Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum 

Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 55. 

 
2 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 1. 
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“Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan 

hukum/badan usaha. Tentang debitur atau yang berutang disyaratkan 

harus selamanya diketahui, karena seseorang tidaklah dapat menagih 

seorang lainnya jika keberadaannya tidak diketahui ataupun tidak 

dikenal. Berbeda halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak 

diketahui ataupun tidak disyaratkan untuk diketahui keberadaannya. 

Selain itu, keberadaan debitur dan kreditur dapat digantikan. 

Penggantian debitur harus diketahui oleh kreditur, namun penggantian 

kreditur dapat terjadi secara sepihak”.3 

 

Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai 

perjanjian atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan, yaitu: 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan 

demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak 

yang membuatnya atau dapat dikatakan pula, bahwa perjanjian adalah 

sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. 

“Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia 

diakui oleh hukum. Dalam pelaksanaan perjanjian kadangkala 

mengalami hambatan, artinya isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. 

Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak ingkar janji atau 

wanprestasi atau keduanya ingkar janji”.4 

 

Perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau 

lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak 

yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi 

prestasi itu. 

 
3 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 

2013,  hal. 2. 

 
4 Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertaiment 

Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari - 

April 2017. 
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“Dari rumusan di atas maka unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri 

atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. 

Adapun pentingnya menyoalkan unsur-unsur tersebut adalah untuk 

mempertegas bahwa hukum melekatkan hak pada satu pihak dan 

melekatkan kewajiban pada pihak yang lainnya dalam hubungan-

hubungan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang 

melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan supaya 

hubungan itu dilaksanakan”.5 

 

Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup, dan diatur 

dalam Buku II KUH Perdata maka Hukum Perikatan memiliki sistem 

terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam hukum 

Benda, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan 

mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa. 

“Lain halnya dalam Hukum Perikatan yang memberikan kebebasan 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan 

(perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang dikenal dengan Hukum 

Perikatan sebagai hukum pelengkap (optional law), yang artinya pasal-

pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang membuat janji itu. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan 

mereka dalam janji yang mereka buat”.6 

 

Bila mereka tidak mengatur sendiri kemauannya dalam perjanjian 

itu, berarti mereka akan tunduk pada kepada undang-undang. Misalnya 

dalam melakukan perjanjian renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar 

Alam antara dinas pekerjaan umum dengan kontraktor pelaksana 

pembangunan ini berlaku ketentuan yang ada dalam Buku III KUH 

Perdata. 

“Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan 

perikatan. Memang, perikatan itu memang banyak diterbitkan oleh 

suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga 

sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini 

 
5 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 2 

 
6 Ibid., hal. 3 
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tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir 

dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang”.7 

 

Sistem terbuka yang di sebutkan di atas lazim disimpulkan dari 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Kata semua dalam pasal tersebut 

menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata 

perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama. 

Selain itu juga dikatakan bahwa kata semua itu terkandung suatu 

asas partij autonomie. Soal kata semua dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk 

membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat 

mereka yang membuatnya seperti undang-undang. 

“Pasal ini merupakan pasal yang paling populer karena di sinilah 

disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana 

yang menyandarkannya pada Pasal 1320, atau pada keduanya. Namun, 

apabila dicermati pasal ini, khususnya ayat (1) atau alinea (1), 

sebenarnya ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: 

a. pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” 

menunjukkan asas kebebasan berkontrak; 

b. pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan 

asas pacta sunt servanda; 

c. pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan 

asas personalitas. 

 

 
7 Subekti, Loc. Cit. 
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Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipenggal- penggal seperti tersebut di atas. Jadi, 

pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal 

tersebut. 

Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian 

tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal 

ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika 

perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, 

pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang 

cukup oleh undang-undang. 

Ayat (3) atau alinea (2), ini merupakan sandaran asas itikad baik, 

yaitu: “Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik”.8 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut 

di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL- ARAFAH KOTA 

PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM 

DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian tersebut di atas, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perjanjian kerja renovasi Masjid Al- Arafah kota Pagar 

Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ? 

 
8 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 

BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 79. 
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2. Bagaimanakah penyelesaian perkara perjanjian kontrak renovasi 

Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak 

melakukan wanprestasi ? 

 

C. Ruang Lingkup Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan 

Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum 

Perdata dalam Perjanjian Renovasi Masjid Al- Arafah antara Dinas 

Pekerjaan Umum dengan Kontraktor CV. Kemilau dengan mengambil 

lokasi penelitian di Pagar Alam, dan tidak menutup kemungkinan untuk 

juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perjanjian kerja pembangunan renovasi masjid Al- Arafah kota 

Pagar Alam. 

2. Penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan renovasi 

masjid Al- Arafah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan 

sebagai pengabdian pada Almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 



7 

 

 
 

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka 

yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep 

khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit 

dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut 

dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. 

Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-

undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit 

cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih 

terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi 

operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”.9  

 

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.10 

2. Renovasi adalah pemulihan kepada keadaan yang semula atau 

memulihkan kepada kedudukan yang semula.11 

3. Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di 

bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 

4. Kontraktor adalah pihak yang melaksanakan hasil perjanjian kerja, 

kontrak dan sebagainya.12 

 
9 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 

Palembang, 2015, hal. 5. 

 
10 Yuliar Komariah, Hukum Perdata, Univ. Muhammadiyah Palembang, 2017, 

hal. 117. 

 
11 Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, 

Semarang, 2014, hal. 416. 

 
12 Ibid., hal. 264. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif 

dengan menggambarkan perjanjian kerja pembangunan rehabilitasi 

Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas- asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata dan Penyelesaian perkara perjanjian kontrak 

pembangunan rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam 

apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga tidak 

menguji hipotesis. 

2. Jenis Data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 

ditempuh prosedur sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, 
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kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, dan 

ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Penelitian lapangan adalah mengumpulkan data dengan 

mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 

penelitian. Teknik   pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang 

diinginkan. Pihak yang  diwawancarai adalah pihak yang 

mengetahui tentang bagaimana Penerapan Asas Kebebasan 

Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar 

Alam antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor 

Pelaksana Pembangunan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan 

dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-

keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan 

keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 

dari induktif ke deduktif. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I  : Pendahuluan  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini disajikan tentang Penerapan Asas 

Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi 

Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas 

Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana 

Pembangunan.  

BAB III : Pembahasan  

Pada bab ini membahas mengenai Penerapan Asas 

Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi 

Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas 

Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana 

Pembangunan.  

BAB IV : Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran. 
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